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Abstrak
Indonesia masih menghadapi masalah malnutrisi pada anak. Untuk
menanggulanginya pemerintah telah melakukan berbagai upaya, di-
antaranya program kesehatan ibu dan anak serta pemberian makanan tam-
bahan bagi anak dari keluarga yang rentan. Meskipun demikian, kasus mal-
nutrisi anak di Indonesia tidak berkurang secara bermakna. Tulisan ini
bertujuan membahas penyebab malnutrisi yang masih menjadi masalah be-
sar dengan mengkaji dari sudut pandang gender. Studi ini dilakukan
berdasarkan kajian kepustakaan dan analisis dokumen. Analisis gender
terhadap kasus malnutrisi dilakukan dengan menggunakan Harvard
Framework serta Moser and Liverpool Guideline. Studi ini memperlihatkan
bahwa kasus malnutrisi anak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi
sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk tingkat pendidikan dan kesetaraan
gender. Dalam perspektif gender, malnutrisi anak merupakan akibat dari
kurangnya hak kepemilikan sumber daya bagi perempuan dalam keluarga
dan masyarakat. Beban kerja berat perempuan dalam keluarga yang mem-
pengaruhi kondisi kesehatan juga akhirnya berdampak pada kondisi gizi
anak. Oleh karena itu, berbagai strategi yang dilakukan untuk
meningkatkan status gizi anak harus mengandung nilai-nilai kesetaraan
gender.
Kata kunci: Malnutrisi anak, kesetaraan gender, perempuan, status gizi

Abstract
Indonesia still faces child malnutrition problem almost in all regions in the
country. The government has done efforts to address the problem, such as
mother and child health program in ministry of health and nutrition program
through supplementary feeding for venerable group. However, the cases
dos not decrease significantly. This paper looks at why child malnutrition is
still a big problem in the country by exploring trhough gender perspectives
in addressing the problem. This study is based on literature and documents
analysis. The gender analysis toward child malnutrition case is conducted
through the framework of Harvard and Moser and Liverpool guideline for
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analysis gender and health. This study reveals that child malnutrition cases
in Indonesia are strongly influenced by sociocultural and economic factors
in the country, including education attainment and gender equality. From
gender’s perspective, child malnutrition is as a result of lack of control over
the resources within the family and the community. Also, triple role of
women within the family affects on women health wellbeing and the child
nutrition status. Therefore, the strategies to improve child nutrition status
should incorporate gender equality values.  
Key words: Child malnutrition, gender equality, women, nutrition status

Pendahuluan
Malnutrisi pada anak masih menjadi salah satu

masalah kesehatan masyarakat yang penting di
Indonesia. Sejak masa kemerdekaan, kasus malnutrisi
terus berfluktuasi seiring dengan perubahan kondisi
sosial politik di Indonesia. Kasus ini meningkat selama
terjadinya goncangan politik, misalnya pada masa perang
mempertahankan kemerdekaan tahun 1948-1950, pada
masa revolusi tahun 1663-1965 serta pada saat
terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998. Melalui
survei ekonomi dan kesehatan yang telah dilakukan sejak
tahun 1980-an, jumlah kasus malnutrisi selalu
ditemukan dalam jumlah yang bermakna.1

Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan dan
langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti
melalui program Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas
dan Posyandu. Program khusus untuk masyarakat yang
rentan terhadap malnutrisi juga telah dilakukan melalui
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pemberian makanan tambahan pada anak usia di bawah
lima tahun.1 Pemerintah juga telah melakukan program
kesehatan ibu. Selain itu, program-program yang
berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak juga didukung
oleh lembaga nondepartemen melalui pembentukan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan.2,3

Masalah malnutrisi pada anak yang masih besar,
meskipun telah dilakukan berbagai usaha, meng-
indikasikan bahwa hasil yang dicapai belum sesuai
dengan yang diharapkan. Pada tulisan ini akan dilihat
penyebab kasus malnutrisi pada anak di Indonesia masih
tinggi serta terdapat hampir pada setiap daerah dan
provinsi di Indonesia. Selain itu, menilai strategi dan
langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya belum
mendatangkan hasil yang dianalisis berdasarkan
perspektif gender. 

Studi literatur ini mengeksplorasi kasus malnutrisi
anak di Indonesia. Kasus malnutrisi tersebut dianalisis
berdasarkan perspektif gender dan pemberdayaan
perempuan yang dilakukan berdasarkan pendekatan
Harvard Framework, Moser dan Liverpool Guideline.
Umumnya, data-data tentang kasus malnutrisi serta
pemberdayaan perempuan dan kondisi kesetaraan
gender di Indonesia didapatkan dari laporan Badan Pusat
Statistik (BPS) serta laporan-laporan penelitian yang
didapatkan dalam kepustakaan. Tulisan ini bertujuan
untuk membahas penyebab malnutrisi yang masih
menjadi masalah besar dengan mengkaji dari sudut
pandang gender.

Kasus Malnutrisi Anak di Indonesia
Status gizi anak merupakan salah satu indikator

penting kondisi kesehatan di suatu negara. Banyak
negara-negara berkembang dengan kondisi per-
ekonomian yang lemah terus menghadapi masalah kasus
malnutrisi pada anak. Indonesia secara khusus juga
menghadapi masalah malnutrisi anak tersebut hampir
semua dekade semenjak masa kemerdekaan. Ber-
dasarkan survei sosial ekonomi yang dilakukan sejak
tahun 1980-an terlihat bahwa rata-rata nasional status
gizi pada anak belum mengalami perbaikan yang berarti.
Prevalensi malnutrisi anak tahun 1989 mencapai 37,5%
atau sekitar 8 juta anak.4 Angka ini tetap stabil hingga
sekitar lima tahun berikutnya, misalnya pada tahun 1992
masih ditemukan 35,5% dan tahun 1995 terdapat
31,6%. Bahkan setelah satu dekade lebih, angka
malnutrisi anak tidak mengalami penurunan yang
berarti, di antaranya pada tahun 2002 dan 2003 masih
ditemukan malnutrisi pada anak 27,5%.4-6 Oleh karena
itu, secara absolut terdapat sekitar lima juta anak yang
menderita kurang gizi pada tahun 2003. 

Berbagai data sejak tahun 1980-an memperlihatkan
angka malnutrisi tersebut selalu lebih tinggi pada
keluarga miskin. Secara nyata, penurunan pendapatan

10% dari kebutuhan normal berisiko terhadap
malnutrisi sekitar 4-6%.1 Oleh karena itu, tidak
mengherankan apabila angka malnutrisi di Indonesia
tetap tinggi. Pada periode tersebut, proporsi penduduk
yang berada di bawah garis kemiskinan juga tetap stabil.
Misalnya pada tahun 1990, angka kemiskinan nasional
diperkirakan 15,1% dan pada tahun 2002 tidak
mengalami penurunan yang berarti yaitu 18,2%.5,6

Dalam periode tersebut, apabila dihitung dalam jumlah
absolut dengan pertumbuhan penduduk yang cukup ting-
gi, jumlah orang miskin dan anak yang kurang gizi  jauh
meningkat. Selama krisis ekonomi Asia tahun 1997-
1998, Indonesia mengalami efek yang sangat buruk
dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Saat
itu, angka kemiskinan meningkat dari 20% menjadi
35%. Demikian juga masyarakat yang rentan jatuh
miskin meningkat dari 16,6% pada tahun 1996 sebelum
krisis menjadi 27,2% pada tahun 1999.7

Akibat langsung dari krisis ekonomi ini, khususnya
masyarakat ekonomi lemah, akan menurunkan
pengeluaran untuk biaya kesehatan serta biaya perawatan
dan asupan gizi anak. Oleh sebab itu, tidak meng-
herankan seperti yang dilaporkan oleh Water et al,8 kri-
sis ekonomi telah memperburuk kondisi kesehatan ma-
syarakat Indonesia termasuk status gizi anak. 

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai
upaya untuk meningkatkan status gizi anak. Akan tetapi,
berbagai upaya tersebut belum mendatangkan hasil yang
memuaskan. Selama dua dekade terakhir, kasus
malnutrisi anak ditemukan hampir pada setiap provinsi.
Meskipun pembangunan ekonomi suatu daerah sangat
berperan, kasus malnutrisi tersebut tetap ditemukan di
daerah kaya ataupun di daerah miskin. Kasus malnutrisi
juga ditemukan cukup tinggi di Provinsi Riau dan
Kalimantan Timur yang mempunyai pendapatan per
kapita cukup tinggi.9 Bahkan, kasus-kasus malnutrisi
juga cukup banyak ditemukan di Yogyakarta, padahal
provinsi ini secara sosial, ekonomi, dan politik relatif
stabil serta mempunyai indikator kesehatan lebih baik
dari provinsi lain di Indonesia.10

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk
mengatasi masalah malnutrisi anak belum mendatangkan
hasil yang menggembirakan. Salah satu kekurangan dari
upaya-upaya tersebut dapat dilihat pada perhatian yang
diberikan terhadap upaya preventif dan promotif yang
rendah. Alokasi anggaran yang diberikan pada upaya
promotif dan preventif ini diperkirakan hanya sekitar
10% dari total anggaran kesehatan. Bagian terbesar lebih
banyak digunakan untuk fasilitas pelayanan tersier dan
kuratif. Bahkan, total anggaran kesehatan ternyata relatif
sangat kecil hanya sekitar 2% dari total anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahun.11

Angka ini lebih kecil dari negara-negara tetangga seperti
Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dengan jumlah
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penduduk Indonesia yang tinggi maka rasio atau
anggaran kesehatan per kapita di Indonesia jauh lebih ke-
cil. 

Malnutrisi pada anak berdampak negatif pada
pertumbuhan fisik dan biologis anak. Anak yang
menderita kurang gizi sebelum berusia dua tahun dapat
mengalami kerusakan permanen pada sel-sel otak.12

Kerusakan tersebut akan berdampak pada kerusakan
kognitif jangka pendek, jangka panjang, dan per-
kembangan otak selanjutnya. Oleh karena itu, anak yang
kurang gizi berisiko lebih besar untuk mempunyai ke-
mampuan kognitif dan intelligence quotient (IQ) yang
rendah. Secara kasat mata, dapat dilihat anak-anak yang
kurang gizi mempunyai kemampuan sekolah yang
rendah.4 Anak-anak yang kurang gizi tersebut akan
menjadi beban bagi pembangunan Indonesia pada masa
yang akan datang. 

Analisis Gender 
Untuk melihat peranan gender terhadap kasus

malnutrisi anak di Indonesia, perlu dilihat penerapan
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang
terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Perlu dicermati
peranan dan hubungan sosial antargender secara
tradisional serta memperhatikan strategi yang telah
dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan
perempuan di Indonesia. Dengan mengenal kondisi ter-
sebut, dapat diterapkan framework yang lebih baik
untuk meningkatkan status gizi anak.

Secara kultural, hampir pada semua suku bangsa dan
budaya di Indonesia, keberadaan perempuan diterima
secara luas sebagai pemimpin.13 Sejak zaman sebelum
masa kolonial, banyak perempuan yang berperan sebagai
pemimpin atau peranan besar pada suatu kerajaan atau
suku, misalnya Ratu Sima di Jawa Barat dan Bundo
Kanduang di Sumatera Barat. Selanjutnya, selama
perang kemerdekaan juga banyak perempuan yang
menjadi pemimpin perjuangan dan pergerakan.2 Setelah
kemerdekaan tahun 1945 dan pengakuan internasional
tahun 1949, beberapa wanita berperan dalam berbagai
partai politik dan duduk pada parlemen pada pemilu
pertama tahun 1955. Meskipun tidak dalam jumlah yang
sebanding dengan laki-laki, keterlibatan perempuan
dalam politik terus meningkat selama beberapa tahun
terakhir.

Meskipun keberdayaan perempuan secara sosial di
masyarakat diterima secara baik, tetapi peranan dan
hubungan sosial antargender belum setara. Kondisi ini
dipengaruhi oleh pemahaman agama dan nilai budaya
setempat.13 Ketidaksetaraan ini juga banyak
dipengaruhi oleh peranan dan kesetaraan gender tersebut
di tingkat rumah tangga.14 Seorang perempuan yang
dapat berkiprah di dalam masyarakat dan mempunyai
peranan gender yang setara secara sosial adalah mereka

yang di rumah tangga mempunyai peranan dan relasi
gender yang setara pula. Namun dalam rumah tangga,
peranan perempuan terhadap kontrol kepemilikan (con-
trol over resources), kesempatan mendapatkan pendidik-
an, dan layanan kesehatan lanjut lebih rendah daripada
laki-laki. 

Oleh karena itu, secara umum dapat dinyatakan
bahwa peranan perempuan dalam relasi sosial di dalam
masyarakat masih tergolong rendah. Berdasarkan data
dari United Nations Development Programme (UNDP)
tahun 1997, Gender Empowerment Measure (GEM)
Indonesia berada pada rangking 59 dengan skor 0,373,
yang lebih buruk apabila dibandingkan dengan negara
tetangga seperti Thailand dan Malaysia.10 Sebaliknya,
beban kerja rumah tangga perempuan sangat berat.
Hampir semua suku budaya masyarakat di Indonesia,
perempuan bertanggung jawab atas segala aktivitas ru-
mah tangga.14 Perempuan yang utama bertugas dalam
mempersiapkan makanan dan merawat anak. Hal ini
perlu dipahami karena berdampak terhadap kondisi gizi
anak. 

Untuk menganalisis permasalahan kesehatan dan
hubungannya dengan peranan gender dapat digunakan
beberapa framework yang tidak secara spesifik dan
langsung meningkatkan kesetaraan gender. Namun,
framework berguna untuk melakukan analisis dan
mencari strategi dan perencanaan permasalahan.15

Untuk menganalisis masalah gizi anak dan kondisi
spesifik di Indonesia, pada studi ini digunakan Harvard
framework, women’s empowerment framework, Moser
framework, and Liverpool guideline for analysis gender
and health. 

Liverpool guideline dan Harvard analytical
framework melihat secara spesifik peranan perempuan
dan laki-laki. Pendekatan ini menekankan pada analisis
siapa yang dapat akses, menggunakan serta melakukan
kontrol terhadap sumber daya dan kepemilikan
(resources).16 Framework ini melihat dampak dari
kontrol dan akses sumber daya terhadap status gizi anak.
Apabila perempuan pada keluarga mempunyai hak yang
lebih rendah dan kontrol yang lemah terhadap
kepemilikan cenderung mempunyai kondisi gizi yang
rendah dan status gizi anak yang rendah pula (Lihat
Gambar 1).17-19

Berdasarkan studi di beberapa negara di Asia Selatan,
Sub-Saharan Afrika, Latin Amerika, dan Karibia
menunjukkan bahwa kondisi kesehatan seorang wanita
sangat berpengaruh pada status gizi anak.19 Wanita yang
mempunyai kesehatan yang rendah cenderung mem-
punyai anak dengan gizi rendah. Hal ini dimungkinkan
karena seorang wanita dengan gizi rendah apabila mela-
hirkan cenderung mempunyai anak dengan berat badan
lahir rendah (BBLR). Selanjutnya, bayi dengan BBLR
rentan menderita kurang gizi. Di saat yang sama, wanita
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dengan kondisi kesehatan yang rendah tidak dapat mem-
berikan air susu ibu (ASI) yang cukup, tidak dapat me-
rawat anaknya dengan baik serta memberikan asupan
makanan yang memadai.18,19

Lebih lanjut, wanita yang mempunyai kontrol yang
lemah terhadap sumber daya dalam keluarganya
cenderung mempunyai pendidikan yang rendah dan
akses informasi yang terbatas.17 Dengan pendidikan dan
pengetahuan yang rendah, ia juga akan mempunyai
pengetahuan yang rendah terhadap cara seharusnya
memberikan asupan makanan pada anaknya sehingga
sangat besar kemungkinan anak tidak mendapatkan
asupan gizi cukup yang akhirnya berisiko kurang gizi. 

Moser framework menekankan bagaimana ‘triple ro-
le’ atau beban kerja berat seorang wanita dalam rumah
tangga dan hubungannya dengan kesehatan anak. Wanita
bertanggung jawab terhadap hampir semua aktivitas
rumah tangga dan mempunyai beban berat yang
selanjutnya berdampak terhadap kesehatan wanita
tersebut.19 Kondisi kesehatan wanita tersebut
berdampak terhadap kondisi gizi anak. Kondisi ini juga
terjadi pada keluarga di Indonesia. Pada umumnya,
seorang wanita bertanggung jawab penuh terhadap
tugas-tugas rumah tangga dan merawat anak, bahkan
pada perawatan anak dalam keadaan sakit.20 Kondisi ini
tentu akan diperparah jika keluarga tersebut merupakan
keluarga miskin karena bagaimanapun kondisi anak, ibu-

lah yang tetap memberikan perawatan. Dengan kondisi
kesehatan ibu yang rendah, beban kerja yang berat di-
tambah dengan pengetahuan yang rendah dan kondisi
ekonomi yang lemah maka asupan gizi anak semakin ter-
abaikan. Bila anak dalam kondisi gizi buruk maka per-
baikannya semakin lama.21

Strategi
Untuk menentukan strategi ke depan, perlu dipahami

apa dan bagaimana kebijakan yang telah diterapkan di
Indonesia sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh
Smith,19 bahwa status gizi anak berhubungan sangat erat
dengan kondisi kesehatan dan pendidikan ibu dan sosio-
ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, dalam mengentaskan
masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan
bermacam program untuk kesehatan anak yang
dilakukan secara simultan dengan program peningkatan
kesehatan ibu.6 Program spesifik untuk anak
dilaksanakan dalam bentuk pemberian makanan
tambahan sebagai upaya peningkatan status gizi. Pada
keluarga miskin atau yang rentan dan berisiko terhadap
terjadinya kurang gizi.1 Promosi kesehaan anak dan
program gizi juga telah dilaksanakan melalui program-
program puskesmas. Melalui berbagai program, promosi
kesehatan, program gizi, dan imunisasi telah
dilaksanakan sebagai bagian dari program peningkatan
kesehatan anak.1,2
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Lebih lanjut, program spesifik untuk ibu juga telah
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui upaya
kesehatan ibu dan anak di puskesmas, sedangkan untuk
meningkatkan peranan perempuan juga telah
diupayakan berbagai program yang dibentuk oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Suatu
paradigma baru juga telah dituangkan, yakni ‘Gender
dan Pembangunan’ (GaD: Gender and Development)
yang lebih menekankan pada kesetaraan (equity) gender
dalam pembangunan dari sekadar peningkatan
keberadaan perempuan.2,3

Dengan melihat upaya yang telah dilakukan dan
memperhatikan analisis gender dalam masalah gizi anak
maka beberapa hal perlu menjadi perhatian untuk
strategi ke depan. Terlihat jelas bahwa malnutrisi pada
anak sangat erat hubungannya dengan ketidaksetaraan
gender. Oleh sebab itu, salah satu strategi untuk perbaik-
an dan pencegahan adalah meningkatkan pemberdayaan
perempuan dan kesetaraan gender. Strategi ini mencakup
peningkatan pendidikan perempuan, penyediaan keseha-
tan ibu yang merata, peningkatan akses terhadap layanan
kesehatan, dan promosi kesehatan yang berkaitan
dengan perempuan yang perlu disosialisasikan sampai
pada tingkat keluarga. Strategi dan program yang telah
dilakukan harus terus dilakukan. Semua kebijakan untuk
peningkatan status kesehatan dan gizi anak yang diwa-
dahi oleh Kementerian Kesehatan serta dinas kesehatan
provinsi dan kabupaten/kota perlu terus dijalankan.
Akan tetapi, semua program tersebut perlu bernuansa
dan berwawasan gender. 

Lebih lanjut, pada perspektif gender dalam pelayanan
kesehatan, program-program yang dilaksanakan harus
lebih fokus spesifik.22 Program pemberdayaan
perempuan di Indonesia harus dapat menjangkau
masalah sosiokultural yang spesifik di setiap daerah.
Ketidaksetaraan gender pada daerah yang berbeda dapat
disebabkan oleh faktor kultural yang berbeda pula.
Begitu juga dengan metode pendidikan dan promosi
kesehatan seharusnya tidak hanya melihat masalah gizi
anak sebagai masalah tunggal, tetapi metode yang
dilakukan beradaptasi dengan  situasi dan budaya se-
tempat. 

Kesimpulan
Malnutrisi anak masih menjadi permasalahan di

Indonesia. Jumlah kasus yang muncul relatif sama pada
setiap tahun pada dua dekade terakhir. Kemiskinan
merupakan faktor utama yang berperan dalam masalah
ini. Akan tetapi, berbagai faktor lainnya termasuk
masalah kesetaraan gender juga mempunyai peranan.
Analisis pada studi ini menunjukkan bahwa
ketidaksetaraan gender dapat berpengaruh besar
terhadap status gizi anak. Oleh sebab itu, sebagai salah
satu strategi dalam pemecahan masalah ini adalah terus

meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan
gender dengan melakukan promosi yang menjangkau
unit keluarga. Dalam strategi tersebut termasuk
peningkatan pendidikan perempuan, peningkatan
fasilitas kesehatan ibu dan anak, dan peningkatan akses
terhadap layanan kesehatan. Program-program promosi
kesehatan harus berwawasan gender dan lebih spesifik
yang dapat menembus tabir kultural. 
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